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Rumusan kawasan industri dalam Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1996 tentang kawasan industri
adalah sebagai tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang
yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki ijin usaha kawasan
industri. Ditinjau dari segi penataan ruang, resiko lingkungan, kepastian tempat usaha, penyediaan prasarana
dan sarana penunjang, prosedur dan waktu penyelesaian perijinan, keamanan, dan lain sebagainya,
mendirikan industri di kawasan industri lebih menguntungkan daripada berlokas industri di luar kawasan
industri. Segala kemudahan yang disiapkan di kawasan industri diharapkan dapat mempermudah
pembangunan dan pengendalian industri, pihak industri dapat memperkecil ongkos investasi maupun
operasinya, serta dengan terkelompoknya industri di satu kawasan diharapkan dapat mempermudah upaya
pengel olaannya dan pengendalian dampak pencemaran yang diakibatkan oleh aktifitas industri yang
berlangsung.

Mengingat tujuan kebijakan pengembangan kawasan industri adalah untuk memberikan kemudahan bagi
kegiatan industri di kawasan industri dalam rangka mendorong kegiatan industri untuk berlokasi di kawasan
industri, sementara pada perkembangannyaterjadi penurunan tingkat pemanfaatan lahan di kawasan industri
dan terjadi peningkatan pemanfaatan lahan di luar kawasan industri, seperti halnya yang terjadi di
Kabupaten Bekasi, Propins Jawa Barat. Hal tersebut mencerminkan tidak berhasilnyaimplementasi
kebijakan, yang ditunjukkan dengan adanya gap antara harapan dan kenyataan kebijakan pengembangan
kawasan industri.

Hasil analisisterhadap limafaktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pengembangan kawasan
industri, yaitu jenis manfaat yang diterima oleh target groups, perubahan yang diinginkan dari kebijakan,
sumber daya, komunikasi, serta kondisi sosial, politik dan ekonomi menunjukkan adanya hambatan-
hambatan, baik yang berasal dari isi kebijakannya maupun padaimplementasi kebijakannya. Mengingat
kebijakan pengembangan kawasan industri ditujukan untuk menjadikan kawasan industri sebagal alat untuk
penciptaan iklim usahayang baik, pengaturan tata ruang, jaminan lingkungan hidup, pengembangan
wilayah, serta sebagai investas fasilitas umum (bukan profit making/real estate), maka perlu pengaturan
yang jelas dan rinci mengenai instansi yang terkait, tugas dan tanggung jawabnya dalam pengembangan
kawasan industri, pemberian kemudahan dan fasilitas khusus dalam pengembangan kawasan industri, dan
sosialisasi mengenai arti penting investas bagi pertumbuhan ekonomi negara untuk mendapat dukungan
masyarakat menjaga keamanan dan ketertiban di kawasan industri.

<hr>

Industrial areaformulation as stated in Presidential Decree Number 41 Y ear of 1996 regarding industrial
areais acenter of industrial activities equipped with infrastructure and facility that are developed and
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organized by the industrial area's company that has been obtained the business license of industrial area
From the point of view of space arrangement facet, environment risk, business place certainty, provision of
supporting infrastructure and facility, procedure and license of accomplishment time, security, and so on,
establishing industry in industrial areais more advantageous than outside industrial area. All eases prepared
inindustrial area expected to ease the industrial development and controlling, industry party can reduce
investment and operational fee, industrial grouping in aareais expected to ease the efforts of organization
and controlling pollution impact that is caused by going on industrial activity.

Considering the aim of industrial area development policy isto ease industrial activity in industrial areain
order to support industrial activity to locate in an industrial area, meanwhile during development progress
there is adecline in the extent of area utilization and conversely, and increase in area utilization outside
industrial area, just like what happens at Bekasi Regency, West Java Province. That reflects unsuccessful
policy implementation, as shown by the gap between expectation and reality in policy of industrial area
development.

The analysis outcome on five factors that influence policy implementation of industrial area development, is
kinds of benefit accepted by the group target, desired changes from the policy, resources, condition of
social, politic and economy, and communication show obstacles that come either from the policy content of
policy implementation. Considering the policy of industrial area development aims to make industrial area
as amedium for creation of good business climate, space arrangement, living environment guarantee, area
expansion, and as investment facility for public (not for profit making/real estate), then clear and detailed
regulations regarding related institutions is needed, its duties and responsibilities in devel oping industrial
area, giving ease and special facility in developing industrial area and socialization regarding the essence of
investment for the growth of country economy in order to get support from the society in maintaining
security and orderliness in industrial area.



